
WALIKOTA BAUBAU

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU 

NOMOR : (-8 TAHUN 2 0 1 4

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BAUBAU,

: a. bahw a Penerapan S ta tu s Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum D aerah pada Rum ah Sakit Umum 
Daerah Kota B aubau dalam  rangka m eningkatkan upaya 
kesehatan  perorangan dengan prioritas kuratif, 
rehabilitatif, promotif dan  preventif yang didasarkan pada 
prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas;

b. bahw a dalam  m endukung prinsip efisiensi, efektifitas dan 
produktifitas pada Rum ah Sakit Umum D aerah Kota 
B aubau diberikan fleksibilitas dalam  m enerapkan praktek 
bisnis yang sehat dengan kualitas dan kuan titas yang 
terukur, perlu pengaturan  pola ta ta  kelola Badan 
Layanan Umum D aerah Kota Baubau;

c. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana 
dim aksud dalam  h u ru f a dan h u ru f b, m aka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan  Walikota.

: 1. U ndang-Undang Nomor 13 T ahun 2001 tentang
Pem betukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 17 T ahun 2003 ten tang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tam bahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 5, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. U ndang-Undang Nomor 15 T ahun 2004 tentang
Pem eriksaan Pengelolaan dan  Tanggung Jaw ab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tam bahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);
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5. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 104, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. U ndang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang
Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2004 Nomor 125, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaim ana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
ten tang  Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. U ndang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang
Perim bangan Keuangan an ta ra  Pem erintah Pusat dan 
Pem erintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. U ndang-Undang Nomor 36 T ahun 2009 ten tang  Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 Nomor 
104, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 T ahun 2009 ten tang  Rum ah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tam bahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072);

10. U ndang-Undang Nomor 5 T ahun 2014 tentang A paratur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

11. Peraturan  Pem erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian U rusan Pem erintahan an ta ra  Pemerintah, 
Pem erintahan D aerah Propinsi, dan Pem erintahan Daerah 
K abupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2007 Nomor 82, T am bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

12.Peraturan  Pem erintah Nomor 100 T ahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam  Jab a tan  
S truk tu ra l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tam bahan Lam baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaim ana telah diubah dengan 
Peraturan  Pem erintah Nomor 13 T ahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2002 Nomor 33 
T am bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4194);
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13.Peraturan  Pem erintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2005 Nomor 48, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan 
Pem erintah Nomor 74 T ahun 2012 ten tang  Perubahan 
Peraturan  Pem erintah Nomor 23 T ahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2012 Nomor 171, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340);

14. Peraturan  Pem erintah Nomor 24 T ahun 2005 tentang 
S tandar A kuntansi Pem erintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tam bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan  Pem erintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan  Pem erintah Nomor 65 T ahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan  Penerapan S tandar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, T am bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Presiden Nomor 8 T ahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kineija Instansi Pem erintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2006 Nomor 25, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);

18. Peraturan  Presiden Nomor 70 T ahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas P eraturan  Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan B a ra n g /Ja sa  Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kota B aubau Nomor 3 Tahun 2011 
ten tang  P erubahan a tas Peraturan  Daerah Kota 
Bau-Bau Nomor 3 T ahun 2008 tentang Susunan  
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis D aerah Kota 
Bau-Bau (Lembaran D aerah Kota B aubau Tahun 2011 
Nomor 3);

20. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
ten tang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah;

21. P eraturan  Walikota B aubau Nomor 46 Tahun 2008
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum D aerah Kota B aubau;

22. K eputusan Walikota B aubau Nomor 183 Tahun 2013
tentang Pem bentukan Tim Penilai Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan B adan Layanan Umum Daerah 
pada Rum ah Sakit Umum D aerah Kota Baubau.
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2 3. K eputusan Walikota B aubau Nomor 81 T ahun 2014 
ten tang  Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum D aerah pada Rum ah Sakit Umum Daerah 
Kota Baubau.

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : P‘E RATU R AN WALIKOTA BAUBAU TENTANG POLA TATA
KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH 
SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan W alikota ini yang dim aksud dengan :
1. Daerah adalah Kota B aubau.

2. Pem erintah D aerah adalah  Pem erintah Kota Baubau.

3. Walikota adalah W alikota Baubau.

4. Sekretaris D aerah ada lah  Sekretaris Kota Baubau.
5. Satuan  Kerja Perangkat D aerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

instansi yang m erupakan  bagian dari pem erintah daerah  yang bertanggung 
jaw ab a tas bidang tugas yang diem ban oleh su a tu  badan layanan um um .

6. Rum ah Sakit Umum D aerah yang selanjutnya d isebut RSUD adalah  Rumah 
Sakit Umum D aerah Kota Baubau.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat B LU D adalah 
Satuan  Keija Perangkat D aerah a tau  Unit Kerja pada S atuan  Kerja Perangkat 
D aerah dilingkungan pem erintah daerah yang d ibentuk u n tu k  mem berikan 
pelayanan kepada m asyarakat berupa penyediaan barang d a n /a ta u  ja sa  yang 
dijual tanpa  m engutam akan m encari keuntungan , dan dalam  m elakukan 
kegiatannya d idasarkan  pada prinsip efisiensi dan  produktivitas.

8. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum D aerah adalah Pim pinan BLUD yang 
bertanggung jaw ab terhadap  konerja operasional BLUD yang terdiri a tas 
Pemimpin, Pejabat K euangan dan Pejabat Teknis.

9. Pejabat Keuangan adalah  Pejabat yang mengelola keuangan dan berfungsi 
sebagai penanggung jaw ab keuangan.

10. Pejabat Teknis adalah  pejabat yang berfungsi sebagai penanggung jaw ab teknis 
dibidang m asing-m asing.

11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum D aerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-BLUD adalah  pola pengelolaan keuangan yang mem berikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan u n tu k  m enerapkan praktek-praktek bisnis 
yang sehat u n tu k  m eningkatkan pelayanan kepada m asyarakat dalam  rangka 
m em ajukan kesejahteraan  um um  dan m encerdaskan kehidupan bangsa, 
sebagai pengecualian dari ke ten tuan  pengelolaan keuangan daerah pada 
um um nya.

12. S atuan  Pengawas Intern adalah  Kelompok Fungsional yang bertugas 
m elaksanakan pengaw asan terhadap pengelolaan sum ber daya BLUD RSUD 
Kota Baubau.
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13. Pejabat Pengelola K euangan D aerah yang selanju tnya disingkat PPKD adalah 
Sekretaris D aerah yang m em punyai tugas m elaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah dan  bertindak sebagai bendahara  um um  daerah.

14. A kuntansi adalah proses pencatatan , pengukuran , pengklasifikasian, 
pengikhtisaran, penginterpretasian transaksi dan  kejadian yang d iukur dengan 
sa tuan  m oneter serta  penyajian laporan.

15. Aset Tetap adalah aset berwujud yang m em punyai m asa m anfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan  u n tu k  d igunakan dalam  kegiatan RSUD sebagai BLUD atau  
dim anfaatkan oleh m asyarakat um um .

16. Piutang adalah jum lah  uang yang akan  diterim a oleh d a n /a ta u  hak  RSUD 
sebagai BLUD akibat perjanjian a tau  akibat lainnya berdasarkan  peraturan  
perundang-undangan a tau  akibat lainnya yang sah.

17. Utang adalah  kewajiban yang tim bul dari peristiwa m asa lalu berdasarkan 
pera tu ran  perundang-undangan, perjanjian, a tau  berdasarkan sebab lainnya 
yang sah  dan penyelesaiannya m engakibatkan aliran keluar sum ber daya 
ekonomi RSUD sebagai BLUD.

18. Pendapatan adalah  sem ua penerim aan dalam  bentuk  kas dan tagihan BLUD 
yang m enam bah ekuitas dana  lancar dalam  periode anggaran bersangkutan  
yang tidak perlu dibayar kembali.

19. Belanja adalah sem ua pengeluaran dari rekening kas yang m engurangi ekuitas 
dana lancar dalam  periode tah u n  anggaran bersangkutan  yang tidak akan 
diperoleh pem bayarannya kembali oleh RSUD sebagai BLUD.

20. Investasi adalah penggunaan aset u n tu k  memperoleh m anfaat ekonomis yang 
dapat m eningkatkan kem am puan RSUD sebagai BLUD dalam  rangka 
pelayanan kesehatan  kepada m asyarakat.

21. Dokumen pelaksanaan  anggaran BLUD yang selanju tnya disingkat DPA-BLUD 
adalah dokum en yang m em uat pendapatan  dan biaya, proyeksi a ru s  kas, 
jum lah  dan kualitas barang d a n /a ta u  ja sa  yang akan  dihasilkan dan 
digunakan sebagai d asar pelaksanaan  anggaran oleh RSUD sebagai BLUD.

22. Dewan Pengawas RSUD sebagai BLUD yang selanjutnya d isebut Dewan 
Pengawas adalah  organ yang bertugas m elakukan pengaw asan terhadap 
persoalan RSUD sebagai BLUD.

23. Rem unerasi adalah su a tu  im balan a tas  ja sa  yang dapat berupa gaji, tunjangan 
tetap, honorarium , insentif, bonus a tas  prestasi, pesangon d a n /a ta u  pensiun 
yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengelola dan  Pegawai RSUD 
sebagai BLUD.

24. Fleksibilitas adalah  keleluasaan pengelolaan keuangan RSUD sebagai BLUD 
pada ba tas-ba tas terten tu  yang dikecualikan dari ke ten tuan  yang berlaku 
um um .

25. Hibah terikat adalah penerim aan RSUD sebagai BLUD yang berasal dari 
Pemerintah, B adan/Lem baga Dalam Negeri a tau  perorangan baik dalam 
bentuk  devisa, rup iah  m aupun  barang d a n /a ta u  ja sa  term asuk  tenaga ahli 
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali dan diperlakukan sesuai 
dengan perun tukan .

26. Rencana Strategis Bisnis adalah Rencana bisnis 5 (lima) tah u n an  yang d isusun 
oleh RSUD sebagai BLUD yang berisi visi, misi, program  strategis dan 
pengukuran  pencapaian kinerja RSUD sebagai BLUD.

27. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD sebagai BLUD, yang selanjutnya disebut 
RBA adalah dokum en perencanaan bisnis dan  penganggaran yang berisi 
program, kegiatan, target, kinerja dan anggaran RSUD sebagai BLUD.
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28. S tandar Pelayanan M inimum adalah  spesifikasi teknis ten tang  tolak ukur 
layanan m inim um  yang diberikan oleh RSUD sebagai BLUD.

29. Kas adalah uang tu n a i dan saldo sim panan di bank yang setiap saa t dapat 
dipergunakan u n tu k  m em biayai kegiatan RSUD sebagai BLUD;

30. Surplus adalah  selisih lebih an ta ra  pendapatan  dan belanja selam a satu 
periode pelaporan BLUD RSUD Kota Baubau.

31. Defisit adalah selisih kurang  an ta ra  pendapatan  dan belanja selam a satu 
periode pelaporan BLUD RSUD Kota Baubau.

32. Praktek Bisnis yang sehat adalah  penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah  m anajem en yang baik dalam  rangka pemberian 
layanan yang berm utu  dan  berkesinam bungan.

33. Basis Akrual adalah basis akun tansi yang m engakui pengaruh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saa t transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
m em perhatikan saa t kas a tau  setara kas diterim a a tau  dibayar.

34. Rekening Kas BLUD adalah  rekening tem pat penyim panan uang BLUD yang 
dibuka oleh pemimpin BLUD pada Bank um um  u n tu k  m enam pung seluruh 
penerim aan pendapatan  dan pem bayaran pengeluaran BLUD.

35. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah  su a tu  laporan keuangan yang 
m erupakan gabungan keselu ruhan  laporan keuangan en titas akuntansi 
sehingga tersaji sebagai sua tu  en titas pelaporan.

36. Nilai Omset adalah  jum lah  seluruh pendapatan  operasional yang diterim a oleh 
BLUD yang berasal dari barang d a n /a ta u  ja sa  layanan yang diberikan kepada 
m asyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain d a n /a ta u  hasil u saha  
lainnya.

37. Nilai Aset adalah  jum lah  aktiva yang tercan tum  dalam  neraca BLUD pada 
akhir su a tu  tah u n  buku terten tu , dan m erupakan bagian dari ase t pem erintah 
daerah yang tidak terpisahkan.

38. Tarif adalah im balan a tas barang d a n /a ta u  ja sa  yang diberikan oleh BLUD 
term asuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertu juan  un tuk  
m enutup seluruh  a tau  sebagian dari biaya per u n it layanan.

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian K esatu  
Maksud 

Pasal 2

(1) BLUD RSUD Kota B aubau dim aksudkan sebagai perangkat kerja Pemerintah 
Daerah u n tu k  tu juan  pem berian layanan um um  secara lebih efektif dan efisien 
sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan 
berdasarkan kew enangan yang didelegasikan oleh Walikota.

(2) BLUD RSUD Kota Baubau m erupakan bagian dari perangkat Pemerintah 
D aerah yang dibentuk u n tu k  m em bantu pencapaian tu juan  Pemerintah 
Daerah, dengan s ta tu s  hukum  tidak terp isah  dari Pem erintah Kota Baubau.

(3) Walikota bertanggungjaw ab a tas  pelaksanaan  kebijakan penyelenggaraan 
pelayanan um um  yang didelegasikan kepada BLUD-RSUD Kota Baubau 
teru tam a pada aspek m anfaat yang dihasilkan.
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(4) Pejabat Pengelola BLUD-RSUD Kota B aubau bertanggung) awab atas 
pelaksanaan kegiatan pem berian layanan um um  yang didelegasikan oleh 
Walikota Baubau.

(5) Dalam pelaksanaan  kegiatan, BLUD h a ru s  m enggunakan efektivitas dan 
efisiensi serta  kualitas pelayanan um um  kepada m asyarakat tanpa 
m enggunakan pencarian keuntungan.

(6) Rencana Keija dan Anggaran serta  Laporan Keuangan dan Kineija BLUD- 
RSUD Kota B aubau d isu sun  dan disajikan sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Rencana Keija dan Anggaran serta  Laporan Keuangan dan 
Kinerja Pem erintah Kota Baubau.

(7) Dalam menyelenggarakan dan m eningkatkan layanan kepada m asyarakat, 
BLUD diberikan fleksibilitas dalam  pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3

PPK BLUD-RSUD Kota B aubau bertu juan  m eningkatkan kualitas pelayanan 
kepada m asyarakat u n tu k  m ew ujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pem erintah 
d a n /a ta u  pem erintah daerah dalam  m em ajukan kesejahteraan  um um  dan 
m encerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III 
POLA TATA KELOLA 

Pasal 4

(1) BLUD-RSUD Kota B aubau beroperasi berdasarkan  pola ta ta  kelola atau 
pera tu ran  internal, yang m em uat an ta ra  lain:

a. S truk tu r organisasi;

b. Prosedur kerja;

c. Pengelompokan fungsi yang logis;

d. Pengelolaan sum ber daya m anusia.

(2) Tata kelola sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m em perhatikan prinsip 
an ta ra  lain :

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;

d. independensi.

Pasal 5

Tata Kelola BLUD-RSUD Kota B aubau d ia tu r sesuai dengan ke ten tuan  peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV 
DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

(1) BLUD yang memiliki realisasi nilai om set tah u n an  m enuru t laporan 
operasional a tau  nilai aset m enuru t neraca yang m em enuhi syarat minimal, 
dapat d ibentuk dewan pengawas.

(2) Jum lah  anggota dewan pengawas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
d itetapkan sebanyak 3 (tiga) orang a tau  5 (lima) orang dan seorang di an tara  
anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

(3) Syarat minimal sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dan  jum lah  anggota 
dewan pengawas sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), mengikuti peraturan  
yang d itetapkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Dewan pengawas d ibentuk  dengan K eputusan W alikota a tas  u su lan  BLUD.

Pasal 7

(1) Dewan pengawas bertugas m elakukan pem binaan dan pengaw asan terhadap 
pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan 
keten tuan  perundang-undangan.

(2) Dewan pengawas berkewajiban :

a. Memberikan pendapat dan saran  kepada Walikota m engenai RBA yang 
diusulkan  oleh pejabat pengelola;

b. Mengikuti perkem bangan kegiatan BLUD dan m em berikan pendapat serta 
saran  kepada Walikota mengenai setiap m asalah  yang dianggap penting bagi 
pengelolaan BLUD;

c. Melaporkan kepada Walikota ten tang kinerja BLUD;

d. M emberikan nasih a t kepada Pejabat Pengelola dalam  m elaksanakan 
pengelolaan BLUD;

e. M elakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan m aupun non 
keuangan, serta  m em berikan saran  dan ca ta tan -ca ta tan  penting un tuk  
ditindaklanjuti oleh pejabat BLUD; dan

f. Memonitor tindak lan ju t hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan pengawas m elaporkan pelaksanaan  tugasnya sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
satu  tah u n  dan sew aktu-w aktu apabila diperlukan.

Pasal 8

(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari u n su r-u n su r :

a. pejabat SKPD yang berkaitan  dengan kegiatan BLUD;

b. pejabat di lingkungan sa tu an  kerja pengelola keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
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(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersam aan  w aktunya dengan 
pengangkatan Peja bat Pengelola BLUD.

(3) Kriteria yang dapat d iusulkan  m enjadi dewan pengawas, yaitu :

a. Memiliki dedikasi dan m em aham i m asalah-m asalah  yang berkaitan dengan 
BLUD serta  d a p a t m enyediakan w aktu yang cukup u n tu k  m elaksanakan 
tugasnya.

b. Mampu m elaksanakan  perbuatan  hukum  dan tidak pernah dinyatakan pailit 
a tau  tidak pernah  menjadi anggota direksi a tau  kom isaris, a tau  dewan 
pengawas yang d inyatakan  bersalah  sehingga m enyebabkan sua tu  badan 
u sah a  pailit a tau  orang yang tidak pernah m elakukan tindak pidana yang 
m erugikan daerah; dan

c. Mempunyai kom petensi dalam  bidang m anajem en keuangan, sum ber daya 
m anusia  dan m em punyai komitmen terhadap  peningkatan kualitas 
pelayanan publik.

Pasal 9

(1) Masa jab a tan  anggota dewan pengawas ditetapkan selam a 5 (lima) tahun , dan 
dapat diangkat kembali u n tu k  sa tu  kali m asa jab a tan  berikutnya.

(2) Anggota dewan dapat diberhentikan sebelum  w aktunya oleh Walikota.

(3) Pem berhentian anggota dewan pengawas sebelum  w aktunya sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2), apabila :

a. tidak dapat m elaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak m elaksanakan keten tuan  perundang-undangan;

c. terlibat dalam  tindakan  yang m erugikan BLUD; a tau

d. dipidana penjara karena d ipersalahkan m elakukan tindak p idana d a n /a ta u  
kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya m elaksanakan pengaw asan a tas 
BLUD.

Pasal 10

(1) Walikota dapat m engangkat sekretaris dewan pengawas u n tu k  m endukung 
kelancaran tugas dewan pengawas.

(2) Sekretaris dewan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), bukan  m erupakan 
anggota dewan pengawas.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam  pelaksanaan  tugas dewan pengawas dan 
sekretaris pengawas dibebankan pada BLUD dan dim uat dalam  RBA.
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BAB V 
REMUNERASI

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola BLUD-RSUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas 
dan pegawai BLUD-RSUD dapat diberikan rem unerasi sesuai dengan tingkat 
tanggungjawab dan tu n tu tan  profesionalisme yang diperlukan.

(2) Rem unerasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m erupakan im balan kerja 
yang dapat berupa gaji, tun jangan  tetap, honorarium , insentif, bonus atau 
prestasi, pesangon, d a n /a ta u  pensiun.

(3) Rem unerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), diberikan dalam  bentuk  honorarium .

(4) Rem unerasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) u n tu k  BLUD-RSUD Kota 
B aubau ditetapkan oleh Walikota berdasarkan  u su lan  yang disam paikan oleh 
D irektur BLUD-RSUD Kota B aubau melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

(1) Penetapan rem unerasi BLUD-RSUD, m em pertim bangkan faktor-faktor yang 
berdasarkan  :
a. uku ran  (size) dan jum lah  aset yang dikelola BLUD-RSUD, tingkat pelayanan 

serta produktivitas;

b. pertim bangan persam aannya dengan industri pelayanan sejenis;

c. kem am puan pendapatan  BLUD-RSUD; dan

d. kinerja operasional BLUD-RSUD yang ditetapkan oleh Walikota dengan 
m em pertim bangkan an ta ra  lain indikator keuangan, m utu  dan m anfaat bagi 
m asyarakat.

(2) Rem unerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis d itetapkan paling banyak 
sebesar 90% (sembilan puluh  persen) dari rem unerasi D irektur BLUD-RSUD.

Pasal 14

Honorarium dewan pengawas d itetapkan sebagai berikut :

1. honorarium  ketua  dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh 
persen) dari gaji D irektur BLUD-RSUD.

2. honorarium  anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh 
enam  persen) dari gaji D irektur BLUD-RSUD; dan

3. honorarium  sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas 
persen) dari gaji D irektur BLUD-RSUD.

Pasal 15

(1) Rem unerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-RSUD sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pasal 12 ayat (1), dapat dihitung berdasarkan  indikator 
penilaian:
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a. Pengalam an dan  m asa kerja (basic index);

b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);

c. Risiko kerja (risk index);

d. Tingkat kegaw atdaruratan  (emergency index);

e. Jab a tan  yang disandang (position index); dan

f. H asil/capaian  kinerja (performance index).

(2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-RSUD yang bersta tus PNS, gaji 
pokok dan tun jangan  m engikuti pera tu ran  perundang-undangan  ten tang gaji 
dan tun jangan  PNS serta dapat diberikan tam bahan  penghasilan sesuai 
rem unerasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 
12 ayat (4).

Pasal 16

(1) Pejabat Pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang 
d iberhentikan sem entara dari jab a tan n y a  memperoleh penghasilan sebesar 
50% (lima puluh  persen) dari rem unerasi/honorarium  bulan  terakhir yang 
berlaku sejak tanggal d iberhentikan sam pai dengan ditetapkannya keputusan  
definitif ten tang  jab a tan  yang bersangkutan.

(2) Bagi Pejabat Pengelola bersta tus PNS yang diberhentikan sem entara dari 
jaba tannya  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan 
sebesar 50% (lima puluh  persen) dari rem unerasi bulan terakhir di BLUD- 
RSUD sejak tanggal d iberhentikan a tau  sebesar gaji PNS berdasarkan  su ra t 
kepu tusan  pangkat terakhir.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 17

(1) Pengelolaan sum ber daya m anusia  pada BLUD-RSUD Kota B aubau harus 
d idasarkan pada pola rekrutm en dan pengem bangan karir yang jelas.

(2) Pola rekrutm en dan pengem bangan karir sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
ditetapkan lebih lan ju t oleh D irektur BLUD-RSUD Kota Baubau.

BAB VII
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD-RSUD 

Bagian K esatu  

P endapatan  

Pasal 18

Pendapatan BLUD-RSUD dapat bersum ber dari :
a. jasa-layanan;
b. hibah;

c. hasil kerjasam a dengan pihak lain;
d. APBD;
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e. APBN; dan
f. Lain-lain p en d ap a tan  BLUD yang sah.

Pasal 19

(1) Pendapatan E3LUD-RSUD yang bersum ber dari ja sa  layanan sebagaim ana 
dim aksud dak im  Pasal 18 h u ru f a, berupa im balan yang diperoleh dari ja sa  
layanan yang tikan  diberikan kepada m asyarakat.

(2) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersum ber dari h ibah sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 18 h u ru f b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Hasil kerjasam a dengan pihak lain sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 18 
h u ru f c, d ap a t berupa perolehan dari kerjasam a operasional, sewa menyewa 
dan u sah a  lainnya yang m endukung tugas dan fungsi BLUD-RSUD.

(4) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersum ber dari APBD sebagaim ana dim aksud 
dalam Pasal 18 h u ru f d, berupa pendapatan  yang berasal dari otorisasi kredit 
anggaran pem erin tah  daerah bukan  dari pem biayaan APBD.

(5) Pendapatan BLUD-RSUD yang bersum ber dari APBN sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 18 h u ru f  e, dapat berupa pendapatan  yang berasal dari pem erintah 
dalam  rangka pe laksanaan  dekonsentrasi d a n /a ta u  tugas pem bantuan dan 
lain-lain.

(6) BLUD-RSUD dalam  m elaksanakan anggaran dekonsentrasi d a n /a ta u  tugas 
pem bantuan sebagaim ana dim aksud pada ayat (5), proses pengelolaan 
keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan  ke ten tuan  yang berlaku 
dalam  pelaksanaan APBN.

(7) Lain-lain pendapatan  BLUD-RSUD yang sah sebagaim ana dim aksud dalam 
Pasal 18 h u ru f f, a n ta ra  lain:
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pem anfaatan kekayaan;

c. ja sa  giro;

d. pendapatan  bunga;

e. keun tungan  selisih nilai tu k ar rupiah  terhadap  m ata uang asing;

f. komisi, potongan a tau p u n  bentuk  lain sebagai akibat dari penjualan 
d a n /a ta u  pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  oleh BLUD-RSUD;

g. hasil investasi.

Pasal 2 0

(1) Seluruh pendapatan  BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 18 
kecuali yang berasal dari h ibah  terikat, dapat dikelola langsung un tuk  
membiayai pengeluaran BLUD-RSUD sesuai RBA.

(2) Hibah terikat sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai 
peruntukannya.

(3) Seluruh pendapatan  BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 18 
h u ru f a, h u ru f b, h u ru f c, dan h u ru f f, d ilaksanakan  melalui rekening kas 
BLUD-RSUD dan dicatat dalam  kode rekening kelompok pendapatan  asli 
daerah pada jen is lain-lain pendapatan  asli daerah yang sah dengan obyek 
pendapatan BLUD-RSUD.
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(4) Seluruh pendapatan  sebagaim ana dim aksud pada ayat (3) dilaporkan kepada 
PPKD setiap tr iw u lan .

Bagian Kedua  
Biaya

Pasal 21

(1) Biaya BLUD-RSUD m erupakan  biaya operasional dan biaya non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m encakup seluruh 
biaya yang menjadi beban BLUD-RSUD dalam  rangka m enjalankan tugas dan 
fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m encakup seluruh 
biaya yang m enjadi beban BLUD-RSUD dalam  rangka m enunjang pelaksanaan 
tugas dan fungsi.

(4) Biaya BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dialokasikan un tuk  
membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan 
pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program  dan kegiatan sebagaim ana dim aksud pada ayat (4), 
dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program  dan kegiatan.

Pasal 22

(1) Biaya operasional sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 21 ayat (2), terdiri 
dari :

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya um um  dan adm inistrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f a, Operasional 
yang berhubungan  langsung dengan kegiatan.

(3) Biaya um um  dan adm inistrasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f b, 
Seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan  langsung.

(4) Biaya pelayanan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya ja sa  pelayanan;

d. biaya pem eliharaan;

e. biaya barang dan  jasa ; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya um um  dan adm inistrasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (3), terdiri 
dari :

a. biaya pegawai;

b. biaya adm inistrasi kantor;

c. biaya pem eliharaan;

d. biaya barang dan jasa;
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e. biaya prom osi; dan biaya um um  dan  adm inistrasi lain-lain.

Pasal 23

Biaya non operasional sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 21 ayat (3), terdiri dari :

a. biaya bunga;

b. biaya adm in istrasi bank;

c. biaya kerugian p en ju a lan  aset tetap;

d. biaya kerugian pe.nurunan nilai; dan

e. biaya non operasio>nal lain-lain.

Pasal 2 4

(1) Seluruh pengeluaran  biaya BLUD-RSUD yang bersum ber sebagaim ana 
dim aksud dalam  Pas;al 18 h u ru f a, h u ru f b, h u ru f c, dan h u ru f f disam paikan 
kepada PPKD setiap triw ulan.

(2) Seluruh pengeluaran  biaya BLUD-RSUD yang bersum ber sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (.1), d ilakukan dengan m enerbitkan SPM Pengesahan yang 
dilampiri dengan Surat: Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

Pasal 25

(1) Pengeluaran biaya BLUD-RSUD diberikan fleksibilitas dengan 
m em pertim bangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat 
(1), m erupakan pengeluaran  biaya yang d isesuaikan  dan signifikan dengan 
perubahan  pendapatan  dalam  am bang ba tas RBA yang telah ditetapkan secara 
definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat 
(1), hanya berlaku u n tu k  biaya BLUD-RSUD yang berasal dari pendapatan 
selain dari APBN/APBD dan hibah terkait.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD-RSUD m engajukan usulan  
tam bahan  anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 26

(1) Ambang batas RBA sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 25 ayat (2), ditetapkan 
dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d iten tukan  dengan 
m em pertim bangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.

(3) Besaran persentase sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), d itetapkan dalam 
RBA dan DPA-BLUD-RSUD oleh PPKD.

(4) Persentase am bang b a tas  terten tu  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
m erupakan kebu tuhan  yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional 
dan dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Bagian K esatu  
Perencanaan  

Pasal 2 7

(1) BLUD-RSUD m enyusun  Rencana Strategis Bisnis BLUD-RSUD.

(2) Rencana Strategis; Bisnis BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
m encakup p ernyataan  visi, misi, program strategis, pengukuran  pencapaian 
kinerja, rencana pencapaian lima tah u n an  dan proyeksi keuangan lima 
tah u n an  BLUD-RSUD.

(3) Visi sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) m em uat su a tu  gam baran yang 
m enantang tentang; keadaan m asa depan yang berisikan cita dan citra yang 
ingin diw ujudkan.

(4) Misi sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2), m em uat sesuatu  yang h arus 
diem ban a tau  d ilaksanakan  sesuai visi yang ditetapkan, agar tu juan  organisasi 
dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), m em uat program yang 
berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sam pai 
dengan ku ru n  waktu 1 (satu) sam pai dengan 5 (lima) tah u n  dengan 
m em perhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada a tau  m ungkin 
timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), m em uat 
pengukuran yang d ilakukan dengan m enggam barkan pencapaian hasil 
kegiatan dengan disertai analisis a tas  faktor-faktor in ternal dan eksternal yang 
m em pengaruhi tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaian lima tah u n an  sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), 
m em uat rencana capaian kinerja pelayanan tah u n an  selam a 5 (lima) tahun .

(8) Proyeksi keuangan lima tah u n an  sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), 
m em uat perkiraan capaian kinerja keuangan tah u n an  selam a 5 (lima) tahun .

Pasal 28

Rencana strategis bisnis BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 27 ayat
(1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan  RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua 
Penganggaran  

Pasal 29

(1) BLUD-RSUD m enyusun RBA tah u n an  yang berpedom an kepada rencana 
strategis bisnis BLUD-RSUD.
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(2) Penyusunan RBA sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d isu sun  berdasarkan 
prinsip anggaran berbasis kinerja, perh itungan ak u n tan si biaya m enuru t jenis 
layanan, kebu tuhan  pendanaan dan kem am puan pendapatan  yang 
diperkirakan akan  diterim a dari m asyarakat, badan lain, APBD, APBN dan 
sum ber-sum ber pendapatan  BLUD-RSUD lainnya.

Pasal 30

RBA m erupakan penjabaran lebih lan ju t dari program dan kegiatan BLUD-RSUD 
dengan berpedom an pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 31

(1) RBA sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 30, m em uat :

a. kinerja tah u n  berjalan;

b. asum si makro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan ;
e. perkiraan harga;
f. anggaran pendapatan  dan biaya;

g. besaran  persentase am bang batas;
h. prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan m aju (forward estimate);
j. rencana pengeluaran investasi/m odal; dan
k. ringkasan pendapatan  dan biaya u n tu k  konsolidasi dengan 

RKA-SKPD/APBD.

(2) RBA sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), disertai dengan usu lan  program, 
kegiatan, s tandar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran  yang akan 
dihasilkan.

Pasal 32

(1) Kinerja tah u n  berjalan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f a, 
meliputi :
a. hasil kegiatan usaha;
b. faktor yang m em pengaruhi kinerja;
c. laporan RBA tah u n  berjalan dengan realisasi;
d. laporan keuangan tah u n  berjalan; dan
e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian 

kinerja tah u n  berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat (1) hu ru f
b, an ta ra  lain :
a. tingkat inflasi;
b. pertum buhan  ekonomi;
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c. nilai kurs;
d. tarif;
e. volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f c, an tara  
lain :

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
b. perkiraan keuangan pada tah u n  yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya sa tu an  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 
ayat (1) h u ru f d, m erupakan perkiraan biaya per u n it penyedia barang 
d a n /a ta u  ja sa  pelayanan yang diberikan, setelah m em perhitungkan seluruh 
komponen biaya dan volume barang d a n /a ta u  ja sa  yang akan  dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f e, 
m erupakan estim asi harga jua l produk barang d a n /a ta u  ja sa  setelah 
m em perhitungkan biaya persatuan  dan tingkat margin yang d iten tukan seperti 
tercerm in dari tarif layanan.

(6) Anggaran pendapatan  dan biaya sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat
(1) hu ru f f, m erupakan rencana anggaran u n tu k  seluruh  kegiatan tahunan  
yang dinyatakan dalam  sa tu an  uang yang tercerm in dari rencana pendapatan 
dan biaya.

(7) Besaran persentase am bang batas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat
(1) h u ru f g, m erupakan besaran  persentase perubahan  anggaran bersum ber 
dari pendapatan  operasional yang diperkenankan dan diten tukan dengan 
m em pertim bangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RSUD.

(8) Prognosa laporan keuangan sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat (1) 
h u ru f h, m erupakan perkiraan realisasi keuangan tah u n  berjalan seperti 
tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan a ru s  kas.

(9) Perkiraan m aju (forward estimate) sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat
(1) h u ru f i, m erupakan perhitungan kebu tuhan  dana  u n tu k  tah u n  anggaran 
berikutnya dari tah u n  yang d irencanakan guna m em astikan kesinam bungan 
program dan kegiatan yang telah disetujui dan m anjadi d asar penyusunan 
anggaran tah u n  berikutnya.

(10) Rencana pengeluaran investasi/m odal sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 
ayat (1) h u ru f j, m erupakan rencana pengeluaran dana  u n tu k  memperoleh aset 
tetap.

(11) Ringkasan pendapatan  dan biaya u n tu k  konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f k, m erupakan ringkasan 
pendapatan  dan biaya dalam  RBA yang disesuaikan  dengan format RKA- 
SKPD/APBD.

Pasal 33

(1) RBA sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 30 disajikan sebagai bagian yang 
tidak terp isahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ten tang  APBD.

(2) RBA sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d ipersam akan sebagai RKA-SKPD.

(3) RBA sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), disam paikan kepada PPKD.
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Pasal 34

RBA sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 33 ayat (3), oleh PPKD disam paikan 
kepada Tim Anggaran Pem erintah Daerah (TAPD) u n tu k  dilakukan penelaahan.

Pasal 35

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pem erintah Daerah 
(TAPD) sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 34, disam paikan kepada PPKD un tuk  
dituangkan dalam  R ancangan Peraturan Daerah ten tang APBD.

Pasal 36

(1) Setelah Rancangan Peraturan  D aerah ten tang APBD sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 35 ditetapkan menjadi Peraturan  Daerah, D irektur BLUD-RSUD 
m elakukan penyesuaian terhadap RBA u n tu k  ditetapkan m enjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar 
penyusunan DPA-BLUD-RSUD u n tu k  diajukan kepada PPKD.

BAB IX 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

Bagian K esatu  
DPA-BLUD RSUD 

Pasal 3 7

(1) DPA-BLUD RSUD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 36 ayat (2), m encakup 
an ta ra  lain :
a. pendapatan  dan biaya;

b. proyeksi a ru s  kas;
c. jum lah dan kualitas barang d a n /a ta u  ja sa  yang akan  dihasilkan.

(2) PPKD m engesahkan DPA-BLUD RSUD sebagai dasar pelaksanaan  anggaran.

(3) Pengesahan DPA-BLUD RSUD berpedom an pada pera tu ran  perundang- 
undangan.

(4) Dalam hal DPA-BLUD RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), belum 
d isahkan oleh PPKD, BLUD RSUD dapat m elakukan pengeluaran uang setinggi- 
tingginya sebesar angka DPA-BLUD RSUD tah u n  sebelumnya.

Pasal 38

(1) DPA-BLUD RSUD yang telah d isahkan  oleh PPKD sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 37 ayat (2), m enjadi dasar penarikan dana  yang bersum ber dari 
APBD.

(2) Penarikan dana  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d igunakan u n tu k  belanja 
pegawai, belanja modal, barang d a n /a ta u  jasa , d ilakukan sesuai dengan 
keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.
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(3) Penarikan dana  u n tu k  belanja barang d a n /a ta u  ja sa  sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jum lah  kas yang tersedia ditam bah 
dengan aliran kas m asuk  yang d iharapkan dengan jum lah  pengeluaran yang 
diproyeksikan, dengan m em perhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan 
dalam  DPA-BLUD RSUD.

Pasal 39

(1) DPA-BLUD RSUD m enjadi lam piran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh 
Walikota dengan D irektur BLUD RSUD.

(2) Perjanjian kinerja sebagaim ana dim aksud pad ayat (1), m erupakan m anifestasi 
hubungan  kerja an ta ra  Walikota dan D irektur BLUD RSUD, yang dituangkan 
dalam  perjanjian kinerja (contractual performance agreement).

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), Walikota 
m enugaskan D irektur BLUD RSUD u n tu k  m enyelenggarakan kegiatan 
pelayanan um um  dan berhak mengelola dana  sesuai yang tercan tum  dalam 
DPA-BLUD RSUD.

(4) Perjanjian kinerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), an ta ra  lain m em uat 
kesanggupan u n tu k  m eningkatkan :
a. kinerja pelayanan bagi m asyarakat;
b. kinerja keuangan;
c. m anfaat bagi m asyarakat.

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kas 

Pasal 40

Transaksi penerim aan dan pengeluaran kas yang dananya bersum ber 
sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 18 h u ru f a, h u ru f b, h u ru f c, dan h u ru f f, 
d ilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD.

Pasal 41

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD m enyelenggarakan :

a. perencanaan penerim aan dan pengeluaran kas;
b. pem ungutan pendapatan  a tau  tagihan;
c. penyim panan kas dan mengelola rekening bank;

d. pem bayaran;
e. perolehan sum ber dana  u n tu k  m enutup  defisit jangka pendek; dan

f. pem anfaatan su rp lus kas jangka pendek u n tu k  memperoleh pendapatan  
tam bahan.

(2) Penerim aan BLUD RSUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening 
kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RSUD.
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Bagian K etiga  
P engelolaan  Piutang dan Utang

Pasal 42

(1) BLUD RSUD dapat m em berikan piutang sehubungan  dengan penyerahan 
barang, ja sa  d a n /a ta u  transaksi yang berhubungan  langsung m aupun tidak 
langsung dengan kegiatan BLUD RSUD.

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan , dan bertanggung 
jaw ab serta dapat m em berikan nilai tam bah, sesuai dengan prinsip bisnis yang 
sehat dan berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

(3) BLUD RSUD m elaksanakan penagihan piutang pada saa t p iutang ja tu h  tempo.

(4) U ntuk m elaksanakan penagihan piutang sebagaim ana dim aksud pada ayat (3), 
BLUD RSUD m enyiapkan bukti dan adm inistrasi penagihan, serta 
m enyelesaikan tagihan a tas  p iutang BLUD RSUD.

(5) Penagihan piutang sebagim ana dim aksud pada ayat (3), yang sulit ditagih 
dapat dilim pahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti- 
bukti valid dan sah.

Pasal 43

(1) Piutang dapat d ihapus secara m utlak a tau  bersyarat oleh pejabat yang 
berwenang, yang nilainya d itetapkan secara berjenjang.

(2) Kewenangan penghapusan  piutang sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
ditetapkan dengan pera tu ran  Walikota, dengan m em perhatikan ketentuan 
pera tu ran  perundang-undangan.

Pasal 4 4

(1) BLUD RSUD dapat m elakukan p in jam an /u tang  sehubungan  dengan kegiatan 
operasional d a n /a ta u  perikatan pinjam an dengan pihak lain.

(2) P in jam an/u tang  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dapat berupa 
p in jam an /u tang  jangka pendek a tau  p in jam an /u tan g  jangka panjang.

(3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan , 
dan bertanggungjawab.

(4) Pem anfaatan p in jam an /u tang  yang berasal dari perikatan pinjam an jangka 
pendek hanya u n tu k  biaya operasional term asuk  keperluan m enutup  defisit 
kas.

(5) Pem anfaatan p in jam an /u tang  yang berasal dari perikatan pinjam an jangka 
panjang hanya u n tu k  pengeluaran investasi/m odal.

(6) Pinjaman jangka panjang sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), terlebih dahulu 
wajib m endapat persetu juan  Walikota.

Pasal 45

(1) Perikatan pinjam an dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang 
berdasar nilai pinjam an.
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(2) Kewenangan perikatan pinjam an sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d iatur 
dengan pera tu ran  Walikota.

Pasal 46

(1) Pembayaran kembali p in jam an /u tan g  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 44 
ayat (1), menjadi tanggung jaw ab BLUD RSUD.

(2) Hak tagih p in jam an /u tan g  BLUD RSUD menjadi kadaluw arsa setelah 5 (lima) 
tah u n  sejak u tang tersebut ja tu h  tempo, kecuali d itetapkan lain m enuru t 
undang-undang.

(3) J a tu h  tempo sebagaim ana d im aksud pada ayat (2), d ihitung sejak 1 Jan u a ri 
tah u n  berikutnya.

Pasal 4 7

(1) BLUD RSUD wajib m em bayar bunga dan pokok u tang  yang telah ja tu h  tempo.

(2) D irektur BLUD RSUD dapat m elakukan pelam pauan pem bayaran bunga dan 
pokok sepanjang tidak melebihi nilai am bang ba tas yang telah ditetapkan 
dalam  RBA.

Bagian K eem pat 
In vestasi

Pasal 48

(1) BLUD RSUD dapat m elakukan investasi sepanjang memberi m anfaat bagi 
peningkatan pendapatan  dan peningkatan pelayanan kepada m asyarakat serta 
tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

(2) Investasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek 
dan investasi jangka panjang.

Pasal 49

(1) Investasi jangka pendek sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 48 ayat (2), 
m erupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan d im aksudkan un tuk  
dimiliki selam a 12 (dua belas) bu lan  a tau  kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dapat dilakukan 
dengan pem anfaatan su rp lus kas jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), an ta ra  lain :

a. deposito berjangka w aktu 1 (satu) sam pai dengan 12 (dua belas) bulan 
d a n /a ta u  yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. pembelian su ra t u tang negara jangka pendek;
c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
adalah :

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. d itu jukan  dalam  rangka m anajem en kas; dan
c. berisiko rendah.
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Pasal 50

(1) BLUD RSUD tidak dapat m elakukan investasi jangka panjang, kecuali a tas 
persetu juan  Walikota.

(2) Investasi jangka panjang sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), an ta ra  lain :
a. penyertaan modal;
b. pemilikan obligasi u n tu k  m asa jangka panjang; dan
c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan .

Pasal 51

Dalam hal BLUD RSUD m endirikan/m em beli badan u sah a  yang berbadan hukum , 
kepemilikan badan u sah a  tersebu t ada  pada pem erintah daerah.

Pasal 52

(1) Hasil investasi sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 48 ayat (1), m erupakan 
pendapatan  BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat 
dipergunakan secara langsung u n tu k  membiayai peneluaran  sesuai RBA.

Bagian Kelima  
Kerjasama

Pasal 53

(1) U ntuk m eningkatkan kualitas dan k uan titas  pelayanan, BLUD RSUD dapat 
m elakukan kerjasam a dengan pihak lain.

(2) Kerjasama sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), d ilakukan berdasarkan 
prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling m enguntungkan.

Pasal 54

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 53 ayat (1), 
an ta ra  lain :
a. kerjasam a operasi;
b. sewa menyewa;
c. u sah a  lainnya yang m enunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.

(2) Kerjasama operasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f a, m erupakan 
perikatan an ta ra  BLUD RSUD dengan p ihak lain, melalui pengelolaan 
m anajem en dan proses operasional secara bersam a dengan pembagian 
keuntungan  sesuai kesepakatan  kedua belah pihak.

(3) Sewa menyewa sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f b, m erupakan 
penyerahan hak  penggunaan/pem akaian  barang BLUD RSUD kepada pihak 
lain a tau  sebaliknya dengan im balan berupa uang sewa bu lanan  atau  tahunan  
u n tu k  jangka w aktu terten tu , baik sekaligus m aupun  secara berkala.
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(4) U saha lainnya yang m enunjang tugas dan  fungsi BLUD RSUD sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) h u ru f c, m erupakan kerjasam a dengan pihak lain yang 
m enghasilkan pendapatan  bagi BLUD RSUD dengan tidak m engurangi kualitas 
pelayanan um um  yang m enjadi kewajiban BLUD RSUD.

Pasal 55

(1) Hasil kerjasam a sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 53 m erupakan 
pendapatan  BLUD RSUD.

(2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dapat 
dipergunakan secara langsung u n tu k  membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian K eenam  
Pengadaan Barang d an /a tau  Jasa  

Pasal 56

(1) Pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  pada BLUD RSUD d ilaksanakan  berdasarkan 
keten tuan  yang berlaku bagi pengadaa b a ran g /jasa  pem erintah.

(2) Pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  dilakukan berdasarkan  prinsip efisien, efektif, 
transparan , bersaing, ad il/tidak  diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis 
yang sehat.

Pasal 57

(1)BLUD-RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pem bebasan sebagian atau  
seluruhnya dari ke ten tuan  yang berlaku um um  bagi pengadaan barang 
d a n /a ta u  ja sa  pem erintah sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 56 ayat (1), 
apabila terdapat alasan  efektivitas d a n /a ta u  efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), diberikan terhadap 
pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  yang sum ber dananya berasal dari :
a. ja sa  layanan;
b. h ibah tidak terikat;
c. hasil kerjasam a dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan  BLUD yang sah.

Pasal 58

(1) Pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 56 ayat
(2), berdasarkan keten tuan  pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  yang ditetapkan 
oleh D irektur BLUD-RSUD dan disetujui oleh Walikota.

(2) K etentuan pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  yang d itetapkan D irektur BLUD- 
RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), h a ru s  dapat menjamin 
ketersediaan barang d a n /a ta u  ja sa  yang lebih berm utu, lebih m urah, proses 
pengadaan yang sederhana dan cepat serta  m udah  m enyesuaikan dengan 
kebu tuhan  u n tu k  m endukung kelancaran pelayanan BLUD-RSUD.
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Pasal 59

Pengadaan barang dan /¡a tau  ja sa  yang dananya berasal dari h ibah terikat dapat 
dilakukan dengan m engikuti keten tuan  pengadaan dari pemberi hibah, atau  
ketentuan  pengadaan b a ran g  d a n /a ta u  ja sa  yang berlaku bagi BLUD disetujui 
pemberi hibah.

Pasal 60

(1) Pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 56 ayat
(2), dilakukan oleh pe laksana  pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dapa t berbentuk 
tim, panitia a tau  u n it yang dibentuk oleh D irektur BLUD-RSUD yang 
ditugaskan secara k h u su s  u n tu k  m elaksanakan pengadaan barang d a n /a ta u  
ja sa  guna keperluan BLUD-RSUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), terdiri dari personil 
yang m em aham i ta taca ra  pengadaan, substansi pekerjaan /kegiatan  yang 
bersangkutan  dan bidang, lain yang diperlukan.

Pasal 61

Penunjukan pelaksana pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  sebagaim ana dim aksud 
dalam  Pasal 60 ayat (3), d ilakukan dengan prinsip :

a. obyektifitas, dalam  hal penun jukan  yang d idasarkan pada aspek integritas 
moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan 
barang d a n /a ta u  jasa , tanggungjawab u n tu k  m encapai sasaran  kelancaran dan 
ketepatan tercapainya tu juan  pengadaan barang d a n /a ta u  jasa;

b. independensi, dalam  hal m enghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan dengan pihak terkait dalam  m elaksanakan penunjukkan  pejabat 
lain baik langsung m aupun  tidak langsung; dan

c. saling uji (cross check), dalam  hal berusaha  memperoleh informasi dari sum ber 
yang berkom peten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjaw abkan u n tuk  
m endapatkan keyakinan yang m em adai dalam  m elaksanakan penunjukkan 
pelaksana pengadaan lain.

Pasal 62

Pengadaan barang d a n /a ta u  ja sa  sebagaim ana dim aksud dalam  PasaL 58 ayat
(1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang d ia tu r dalam  peraturan  
Walikota tersendiri.

Bagian K etujuh  
P engelolaan Barang

Pasal 63

(1) Barang inventaris milik BLUD-RSUD dapat d ihapus d a n /a ta u  dialihkan kepada 
pihak lain a tas  dasar pertim bangan ekonomis dengan cara  dijual, d itukar 
d a n /a ta u  dihibahkan.
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(2) Barang inventaris sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m erupakan  babagai 
barang pakai habis?., barang u n tu k  diolah a tau  dijual, barang lainnya yang tidak 
m em enuhi persyanatan  sebagai ase t tetap.

(3) Hasil penjualan t  ¡arang inventaris sebagai ak ibat pengalihan sebagaim ana 
dim aksud pada ay^it (1), m erupakan pendapatan  BLUD-RSUD.

(4) Hasil penjualan b a ran g  inventaris sebagaim ana dim aksud pada ayat (3), 
dituangkan secara m em adai dalam  laporan keuangan BLUD-RSUD.

Pasal 64

(1) BLUD-RSUD tidak  boleh m engalihkan d a n /a ta u  m enghapus aset tetap, kecuali 
a tas persetu juan  pe jabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m erupakan aset berwujud 
yang mem punyai m asa  m anfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan un tuk  
digunakan dalam  kegiatan BLUD-RSUD a tau  dim anfaatkan oleh m asyarakat 
um um .

(3) Kewenangan pengalihan d a n /a ta u  penghapusan  aset tetap sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan  jen jang nilai dan jenis 
barang sesuai ke ten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

(4) Hasil pengalihan aset te tap  sebagaim ana dim aksud pada ayat (3), m erupakan 
pendapatan  BLUD-RSLID dan diungkapkan secara m em adai dalam  laporan 
keuangan BLUD-RSUD.

(5) Pengalihan d a n /a ta u  penghapusan  aset tetap  sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

(6) Penggunaan aset tetap u n tu k  kegiatan yang tidak terkait langsung dengan 
tugas dan fungsi BLUD-RSUD harus m endapat persetu juan  Walikota melalui 
sekretaris daerah.

Pasal 65

(1) Tanah dan bangunan BLUD-RSUD disertifikatkan a tas nam a pem erintah 
daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak d igunakan dalam  rangka penyelenggaraan 
tugas dan fungsi BLUD-RSUD, dapat dialihgunakan oleh D irektur BLUD-RSUD 
dengan persetu juan  Walikota.

Bagian K edelapan  
Surplus dan D efisit Anggaran

Pasal 66

(1) Surplus anggaran BLUD m erupakan selisih lebih an ta ra  realisasi pendapatan  
dan realisasi biaya pada sa tu  tah u n  anggaran.
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(2) Surplus anggaran d apat d igunakan langsung dalam  tah u n  anggaran berikutnya 
kecuali a tas permin taan  Walikota disetorkan sebagian a tau  seluruhnya ke kas 
daerah dengan memipertim bangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 67

(1) Defisit anggaran BLUD-RSUD B aubau m erupakan selisih kurang  an tara  
realisasi pendapatan  d an  realisasi biaya pada sa tu  ta h u n  anggaran.

(2) Defisit anggaran BLUD-RSUD B aubau dapat diajukan u su lan  pem biyaannya 
dalam  tah u n  anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian K esem bilan  
P en yelesa ian  Kerugian  

Pasal 68

Kerugian pada BLUD-RSUD yang disebabkan oleh tindakan  melanggar hukum  
atau  kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan keten tuan  peraturan  
perundang-undangan m engenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian K esepuluh  
Penatausahaan  

Pasal 69

Penatausahaan  keuangan BLUD-RSUD paling sedikit m em uat :
a. pendapatan /b iaya;
b. penerim aan/pengeluaran;
c. u tang /p iu tang ;
d. persediaan, aset tetap  dan investasi; dan
e. ekuitas dana.

Pasal 70

(1) Penatausahaan  BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 69 
d idasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) P enatausahaan  BLUD-RSUD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), dilakukan 
secara tertib, efektif, efisien, tran sp aran , dan dapat dipertanggungjaw abkan.

Pasal 71

(1) Direktur BLUD-RSUD m enetapkan kebijakan p ena tausahaan  keuangan BLUD.

(2) Penetapan kebijakan p ena tausahaan  sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
disam paikan kepada PPKD.
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BAB X
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian K esatu  
A kuntansi 

Pasal 72

(1) BLUD-RSUD m erup/akan sistem  informasi m anajem en keuangan sesuai dengan 
kebu tuhan  p rak tek  bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan  BLUD-RSUD dicatat dalam  dokum en pendukung 
yang dikelola secara  tertib.

Pasal 73

(1) BLUD-RSUD B aubau  m enyelenggarakan A kuntansi dan Laporan Keuangan 
sesuai dengan S tan d ar A kuntansi Keuangan sebagaim ana d ia tu r dalam 
peraturan  perundang-undangan .

(2) Penyelenggaraan ak u n tan s i dan laporan keuangan sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) m enggunakan basis akrual baik dalam  pengakuan, pendapatan, 
biaya, aset, kewajiban dan  ekuitas dana.

(3) BLUD-RSUD m engem bangkan dan  m enerapkan sistem  ak u n tan si dengan 
berpedom an pada s tan d a r akun tansi yang berlaku u n tu k  BLUD-RSUD yang 
ditetapkan dengan p e ra tu ran  Walikota.

Bagian Kedua 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

Pasal 74

(1) Laporan keuangan BLUD-RSUD terdiri dari :
a. Neraca yang m enggam barkan posisi keungan mengenai aset, kewajiban dan 

ekuitas dana  pada tanggal tertentu;

b. Laporan operasional yang berisi informasi jum lah  pendapatan  dan biaya 
BLUD selam a sa tu  periode;

c. Laporan a ru s kas yang m enyajikan informasi kas berkaitan  dengan aktivitas 
operasional, investasi dan aktivitas pendanaan  d a n /a ta u  pem biayaan yang 
m enggam barkan saldo awal, penerim aan, pengeluaran dan saldo akhir kas 
selam a satu  periode terten tu ; dan

d. C atatan  a tas  laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif a tau  rincian 
dari angka yang tertera  dalam  laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), disertai dengan 
laporan kinerja yang berisi informasi pencapaian h asil/k e lu aran  BLUD.

(3) Laporan Keuangan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), diaudit oleh 
pem eriksa eksternal sesuai dengan pera tu ran  perundang-undangan.

1£<XCfOX*i 'ifytdcUtK d<XK St&La Sau6<ui 2014_RSUD 27



Pasal 75

(1) Setiap triw ulan BLUD-RSUD m enyusun dan m enyam paikan laporan 
operasional dan laporan a ru s  kas kepada PPKD, paling lam bat 15 (lima belas) 
hari setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Setiap sem esteran dan tah u n an  BLUD wajib m enyusun dan m enyam paikan 
laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, 
laporan a ru s kas dan ca ta tan  a tas laporan keuangan disertai laporan kinerja 
kepada PPKD u n tu k  dialokasikan ke dalam  laporan keuangan pem erintah 
daerah, paling lam bat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

(3) Penyusunan laporan keuangan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) un tuk  
kepentingan konsolidasi, d ilakukan berdasarkan s tan d ar akuntansi 
pem erintahan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 76

(1) Pem binaan teknis BLUD-RSUD dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris 
Daerah, sedangkan pem binaan keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola 
Keuangan daerah (PPKD).

(2) Pengawasan operasional dilakukan oleh S atuan  Pengawasan Intern (SPI).

(3) Pem binaan dan pengaw asan juga dilakukan oleh dewan Pengawas.

BAB XII
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA 

Pasal 77

(1) Kinerja BLUD-RSUD dievaluasi dan dinilai oleh Walikota d a n /a ta u  dewan 
pengawas terhadap  aspek keuangan dan non keuangan u n tu k  m engukur 
tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaim ana d itetapkan dalam 
R enstra dan RBA.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan d iukur berdasarkan  tingkat 
kem am puan BLUD dalam  rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan kem am puan 
penerim aan dari ja sa  layanan u n tu k  membiayai pengeluaran.

(3) Evaluasi dan kinerja aspek non keuangan d iukur berdasarkan  perspektif 
pelanggan, proses internal pelayanan, pem belajaran dan pertum buhan .

(4) BLUD m em buat dan m enyam paikan Laporan A kuntabilitas Kinerjja Instansi 
Pem erintah sesuai keten tuan  yang berlaku.
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Hal-hal yang belum d ia tu r dalam  Peraturan  Walikota ini, sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan d iatur lebih lan ju t dengan K eputusan Walikota.

Pasal 79

Peraturan Walikota ini m ulai berlaku pada tanggal d iundangkan.
Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan perundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penem patannya dalam  berita D aerah Kota Baubau.

D itetapkan di B aubau
pada tanggal, < 2014

PARAF KOORDINASI
N0. INSTANSI/ UNIT KERJA PARAF
1. ¿€/cAer/>Kr{ h /2. 1 ffr3. OtRor /OSCHG lfL
4. J? (Vi&. my
5. * r

2014 NOMOR .jC...

D iundangkan di B aubau 
pada tanggal, \cj U m i  2014

SEKRETARIS KOTA BAUBAU,

DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN
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LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU 
NOMOR : t<9 TAHUN 2 0 1 4
TANGGAL : t Ap <m 2 0 1 4
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BAUBAU

D IR E K T U R

i
WADIR II KEPERAWATAN & WADIR i ADM-1 'MUM

PELAYANAN KEUANGAN & PERENCANAAN

KOMITE
MEDIK

I

KOMITE
KEPERAWATAN K A .B ID A N G  

K E P E R A W A T A N

KASIE BINDAL 
ASUHAN 

SERTA MUTU 
KEPERAWATAN

A.
KA.B1DAN G
P E L A Y A N A N

KASIE
PENGEMBANGAN
KEPERAWATAN

KASIE
PELAYANAN

MEDIK

K A .B A G IA N  
P E R E N C A N A A N

KA. B A G  A D M  &  
K E U A N G A N

KASIE
PENUNJANG

MEDIK

KASUBAG. 
MONITORING 
& EVALUASI

KASUBAG. 
REKAM MEDIK

KASUBAG 
UMUM & 

PERLENGKAPAN

KIF : 
FARMASI 
LAB
RADIOLOGI
FISIOTERAPI
GIZI

KIF : 
APOTEKER 
AS.APOTEKER 
ANALISI KES 
RADIOGRAFER 
FISIOTERAPI 
NUTRISIONIS

S P I

KASUBAG
KEPEGAWAIAN

i
KA. SUBAG 

KEUANGAN & 
AKUNTANSI

KIF :
- KESUNG
- KAMAR JENAZAH
- REHABILITASI 

MF.DTK

KIF :
- ADMINKES
- SANITARIAN
- PERAWAT
- ATF.M

PARAF KO O RDINASI
WALIKOTA BAUB

NO. INSTANSI/UNIT KERJA

ACfiTer* t
AcifO
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LAMPIRAN II : PERA' TURAN WALIKOTA BAUBAU 
NOMC >R : 19 TAHUN 2 0 1 4
TANG GAL : 1 Apfut 2 0 1 4
TENTj \NG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BAUBAU

PEMERINTAH KOTA BAUBAU 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD 
TRIWULAN.......TAHUN ..........

No URAIAN AEiGGARAN 
DAXAM DPA

REALISASI
S /D

TRIWULAN
LALU

REALISASI
TRIWULAN

INI

REALISASI
S /D

TRIWULAN
INI

LEBIH
(KURANG)

P e n d a p a ta n

1 . BLUD :

2. Ja s a  Layanan

3. Hibah

4. Hasil
Kerjasama 
Pedapatan 
Lain yang sah
J u m la h

M engetahui : B aubau, .......................

Pejabat Pengelola K euangan Daerah, D irektur/Pem im pin BLUD RSUD
Kota B aubau,

/£>cupaz*t 'rfyidcu** d(XK 0 Sctd<x Kotd 'E><XU&<IU 2014_RSUD 31



LAMPIRAN IH : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU 
NOMOR : TAHUN 2 0 1 4
TANGGAL : 1 2 0 1 4
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KOTA BAUBAU

PEMERINTAH KOTA BAUBAU 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD Kota Baubau Triwulan....... Tahun
....... sebesar Rp.................  (...................), yang berasal dari pendapatan Jasa Layanan,
Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggungjawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan 
sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran 
ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya 
BLUD RSUD Kota Baubau.

Baubau...................

DIREKTUR/PEMIMPIN BLUD RSUD 
KOTA BAUBAU

PARAF KOORDINASt
1 NO. INSTANSI/ UNIT KERJA PA^AF

1. > # * * £ ?* * /<P
D i/

2. /¡n
3.

4.

5.

WALIKOTA BAUBAU,

i-
A.S'TAMRIN
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'BAU-BAU*-.

PEMERINTAH KOTA BAUBAU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Drs. H. La Ode Maiiarfa No.- Tlp.(0402) 2825356 Fax.(0402) 2825357 
Email : rsudkotabaubau@mnail.com

BAUBAU

TUGAS PO K O K  DAN FUNGSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUM AH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU

1. DIREKTUR

TUGAS POKOK :

M elaksanakan sebagian urusan rum ah tangga daerah K ota Baubau di bidang pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Um um  D aerah Rum ah Sakit U m um  D aerah Kota Baubau.

FUNGSI :

a. M em berikan rekom endasi penetapan rencana dan program  kegiatan operasional yang 
tertuang dalam  R encana B isnis dan A nggaran BLUD R SU D  K ota Baubau sebagai Badan 
Layanan Um um  Daerah.

b. M em im pin, m engarahkan dan m engendalikan penyelenggaraan kegiatan BLUD.

c. M enetapkan dan m engkoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis B isnis dan Rencana 
Bisnis A nggran BLUD R SU D  Kota Baubau.

d. M elaksanakan pengaw asan dan pem binaan um um , pem bina teknis dan pem binaan 
operasional penyelenggaraan rencana dan program  kegiatan BLUD RSU D  K ota Baubau.

e. M elakukan penilaian dan evaluasi terhadap  perkem bangan pelaksanaan Rencana 
Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis A nggaran BLU D  Kota Baubau, untuk m engetahui 
ketepatan pelaksanaannya serta perm asalahan yang diperoleh.

f. M engusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala 
Daerah sesuai ketentuan.

g. M enetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan.

h. M elaksanakan bim bingan kelem bagaan dan kepegaw aian BLUD RSU D  Kota Baubau 
sam pai tingkat bawah.

i. M enyam paikan dan m em pertanggungjaw abkan kinerja operasional serta keuangan 
BLUD kepada K epala Daerah.

j. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh W alikota.

2. WAKIL DIREKTUR

FU N G S I:

M elaksanakan sebagian tugas D irektur BLUD RSUD Kota B aubau di bidang pelayanan,
Keperaw atan, Perencanaan, A dm inistrasi dan Keuangan.
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TUGAS POKOK

a. D alam  melal csanakan tugasnya, W akil D irektur bertanggung)aw ab langsung kepada 
D irektur B L l JD  R SU D  Kota Baubau.

b. M em bantu  D irektur dalam  pem binaan um um , tekhnis dan pem binaan operasional 
penyelengga ran rencana dan program  kegiatan BLUD R SU D  K ota Baubau.

c. M elakukan pengendalian  kegiatan di bidang pelayanan dan keperaw atan.

d. M elakukan pengendalian  kegiatan di bidang adm inistrasi dan keuangan serta 
perencanaan.

e. M elakukan pen ila ian  dan evaluasi terhadap perkem bangan pelaksanaan kegiatan di 
BLUD RSU D  K ota Baubau, untuk m engetahui ketepatan pelaksanaannya serta 
perm asalahan y a n g  diperoleh dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur.

f. M elaksanakan tu g as  lain yang diberikan oleh Direktur.

3. KEPALA BAGIAN ADM INISTRASI DAN KEUANGAN

FUNGSI:

Sebagai penanggungjaw ab kegiatan adm inistrasi dan keuangan BLU D  RSU D  K ota Baubau.

TUGAS P O K O K :

a. M elakukan koordinasi penyusunan RBA  dan pelaporan BLUD RSU D  Kota Baubau.

b. M engendalikan dan m elaporkan pengelolaan adm inistrasi kepegaw aian dan 
m engem bangkan sum ber daya m anusia kepada W akil Direktur.

c. M engendalikan, m elakukan  bim bingan teknis dan m engevaluasi serta m elaporkan 
pengelolaan tata usaha keungan, anggaran rutin dan anggaran pem bangunan/proyek ke 
D irektur BLUD RSUD K ota Baubau.

d. M engendalikan dan m elaporkan pengelolaan adm inistrasi um um , sarana dan prasarana 
BLUD RSU D  Kota Baubau kepada W akil D irektur.

e. M elaksanakan koordinasi penyusunan DPA BLU D  RSU D  K ota Baubau.

f. M engum pulkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD 
Baubau.

g. M enyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang A dm inistrasi dan K euangan yang 
diusulkan oleh seksi dibaw ahnya kepada W akil D irektur.

h. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh W akil Direktur.

4. SUB BAG. KEUANGAN DAN AKUNTANSI

FUNGSI:

M elaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, m obilisasi dana, penyusunan akuntansi,
verifikasi dan pelaporan keungan R um ah Sakit.

Safia* 'r¥u£u*tc cOx*i OifanoMMi Sctcta Kota ‘B*u6au 2014_RSUD 2



TUGAS POi KOK :

a. Penyusur tan rencana kegiatan di bidang keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan 
Rum ah S akit.

b. Pengum p ulan dan pengolahan data dalam  rangka pengelolaan keuangan dan m obilisasi 
dana Rum ah Sakit, penyusunan akuntansi.

c. Penyusunain petunjuk teknis pengelolaan keuangan, penyusunan akuntansi, verifikasi dan 
pelaporan keuangan Rum ah Sakit.

d. Pengelolaa n kegiatan keuangan, m obilisasi dana, akuntansi, verifikasi dan pelaporan 
keuangan R u m ah  Sakit.

e. P elaksanaan  pengaw asan dan pengevaluasian pelaksanaan perbendaharaan dan 
m obilisasi dan Rum ah Sakit, akuntansi dan verifikasi keuangan R um ah Sakit.

f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam  rangka pelaksanaan tugas.

g. Penyusunan 1 aporan hasil pelaksanaan tugas.

5. SUB BAG. UMUM DAN PERLENGKAPAN  

F U N G S I:

M elaksanakan adm inistrasi um um , kerum ahtanggaan, perlengkapan logistik dan non logistik, 
pengelolaan kendaraan  dinas, hukum  dan kehum asan.

TUGAS P O K O K :

a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang adm inistrasi um um  dan perlengkapan.

b. Penyusunan petunjuk  teknis pengelolaan adm inistrasi umum.

c. Penerim aan, pendistribusian  dan pengirim an surat-surat/naskah-naskah dinas.

d. Penyelenggaraan kegiatan  pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas.

e. Penyim pan, pengaturan dan pem eliharaan arsip.

f. Pelaksanaan urusan rum ah tangga dan perjalanan dinas.

g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk 
pelaksanaannya.

h. Pem eliharaan gedung ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta 
keam anan Rum ah Sakit.

i. Pengurusan dan pem eliharaan kendaraan dinas.

j. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan logistik.

k. Penyim panan, penerim aan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan logistik.

1. Pengelolaan pencatatan dan penghapusan inventaris Rum ah Sakit, 

m. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas.
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n. Pelaksanaan, pem an tauan , pengum pulan dan pengolahan data serta dokum entasi Rumah 
Sakit.

o. Pengawasan dan  pengevaluasian kegitan pengelohan adm inistrasi umum dan 
perlengkapan.

p. Pengum pulan diin pengelahan data dalam  rangka pengelolahan inform asi, pem asaran 
sosial, publikasi, keprotokolan dan hukum.

q. Penyusunan laporan  hasil kegiatan di bidang adm inistrasi um um  dan perlengkapan.

6. SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT  

FUNGSI :

M elaksanakan sebagian tugas kepala bidang adm inistrasi dan keuangan dibidang 
kepegaw aian dan diklat.

TUGAS POKOK :

a. M enyusun rencana kegiatan  dibidang kepegaw aian dan pengem bangan sum ber daya 
manusia.

b. M elaksanakan adm inistrasi kepegaw aian dan D iklat BLUD R SU D  K ota Baubau.

c. M enyusun rencana kebutuhan pegawai BLUD RSU D  K ota Baubau sesuai dengan 
kew enangan dan beban kerja  yang ada.

d. M em antau dan m em bim bing pengolahan adm inistrasi kepegaw aian.

e. M elakukan adm inistrasi koordinasi dengan bidang perencanaan dalam  peningkatan 
kualitas pegaw ai m elalui berbagai jen is pendidikan dan pelatihan dalam  rangka 
peningkatan fungsi dan pengem bangan karir pegawai.

f. M elaksanakan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan adm inistrasi dan 
pem binaan pegawai serta pengem bangan sum ber daya m anusia.

g. M engkoordinasikan pengelolaan adm inistrasi kepegaw aian dengan unit kerja terkait.

h. M em buat laporan kegiatan pengelolaan adm inistrasi kepegaw aian dan diklat.

i. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang adm inistrasi dan keuangan.

7. KEPALA BIDANG PELAYANAN  

F U N G S I:

Sebagai penanggungjaw ab teknis pelayanan m edik dan penunjang medik.

TUGAS P O K O K :

a. M enyusun kebijakan teknis, program  kegiatan dan rencana anggaran dibidang pelayanan 
dan penunjang medik.

b. M engkoordinasikan rencana kebutuhan tenaga di b idang pelayanan m edik dengan seksi 
kepegawaian.
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c. M elakukan koordinasi teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan m edik 
dengan unit kerja terkait.

d. M em berikan bim bingan dan pem binaan teknis penyelenggaraan kegiatan di seksi 
pelayanan m edik dan seksi penunjang medik.

e. M elakukam  pem antauan dan evaluasi perkem bangan dalam  pelaksanaan pelayanan medik 
dan pengadaan alat serta bahan penunjang medik.

f. M elaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan m edik dan bidang penunjang 
m edik kepada wakil direktur.

g. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wakil direktur BLUD RSU D  Baubau.

8. KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK  

F U N G S I :

Sebagai penanggungjaw ab teknis pelayanan medik.

TUGAS P O K O K :

a. M enyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan operasional di bidang pelayanan 
m edik.

b. M engum pulkan,m engelola dan m engevaluasi hasil kegiatan pelayanan medik.

c. M enyusun dan m engelola pelaksanaan Standar O perasioanal Prosedur (SOP) pelayanan 
m edik pada BLUD RSU D  Baubau.

d. M engkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan m edik pada unit kerja terkait.

e. M elaksanakan pengaw asan dan pem antauan atas kegiatan penerim aan, pem eriksaan dan 
pem ulangan pasien.

f. M em buat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan m edik.

g. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik.

9. KEPALA SEKSI PENUNJANG PELAYANAN  

FUNGSI :

Sebagai penanggungjaw ab teknis penunjang pelayanan m edik.

TUGAS P O K O K :

a. M enyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan operasional di bidang penunjang 
pelayanan medik.

b. M enyusun S tandar O perasional Prosedur (SOP) pelayanan penunjang m edik pada BLUD 
RSUD K ota Baubau.

c. M engkoordinasikan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana penunjang m edis di instalasi 
yaitu farm asi, gizi, radiologi, rehabilitasi m edik, laboratorium , pelayanan m edik tertentu 
dan pelayanan m edik non tertentu.
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d. M elakukan pem antauan, pengaw asan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan / 
pem anfaatan dan pem eliharaan sarana dan prasarana penunjang medik.

e. M em buat laporan pelaksanaan kegiatan pada seksi penunjang pelayanan medik.

f. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pelayanan medik.

10. KEPALA BIDANG KEPERAWATAN

FUNGSI :

Sebagai penanggungjaw ab teknis pelayanan keperavvatan.

TUGAS P O K O K :
a. M enyusun kebijakan teknis, program  kegiatan dan rencana anggaran di bidang perawatan.

b. M engkoordinasikan seluruh rencana program  kegiatan dan kebutuhan yang terkait dengan 
pelayanan keperaw atan di instalasi : R aw at Inap, R aw at Jalan, Raw at Darurat, Peraw atan 
Insentif dan K am ar Operasi.

c. M elakukan bim bingan dan pem binaan dalam  m enyusun program  kegiatan asuhan 
keperaw atan, etika keperaw atan, perencanaan, peningkatan dan pengem bangan mutu 
keperaw atan.

d. M engkoordinasikan rencana kebutuhan tenaga, alat dan bahan serta fasilitas lainnya di 
bidang keperaw atan dengan bidang dan unit terkait.

e. M elakukan pengaw asan dan pengendalian dalam  pelaksanaan asuhan keperaw atan, 
pengaturan tenaga, pem anfaatan alat/bahan dan fasilitas keperaw atan lainnya.

f. M elakukan evaluasi dan penilaian perkem bangan dalam  pelaksanaan asuhan keperaw atan 
serta pengaturan tenaga perawat.

g. M elaporkan penyelenggaraan kegiatan di bidang peraw atan.

h. M elakukan tugas lain yang diberikan wakil d irektur BLUD RSU D  Kota Baubau.

11. KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN PENGENDALIAN ASL'HAN KEPERAWATAN

FUNGSI :

Sebagai penanggungjaw ab teknis pelayanan keperaw atan di bidang pengendalian asuhan dan
m utu keperawatan.

TUGAS POKOK :

a. M enyusun rencana kegiatan di bidang bim bingan dan pengendalian asuhan dan mutu 
keperaw atan term asuk m em bentuk Tim penyusun dan atau revisi SAK serta SOP untuk 
tindakan keperawatan.

b. M enyusunan rencana kebutuhan tenaga dan sarana yang berhubungan dengan 
pelaksanaan asuhan dan etika keperawatan.

c. M engkoordinasikan rencana program  dan kebutuhan yang terkait dengan pelaksanaan 
asuhan keperaw atan dengan unit terkait dan bidang perencanaan.
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d. M elakukan bim bingan dan pem binaan langsung dalam  pelaksanaan asuhan keperaw atan, 
dan etika terhadap peraw at pelaksana.

e. M elakukan evaluasi dan m enyusun laporan pelaksanaan kegiatan serta perkem bangan 
asuhan dan etika keperaw atan.

f. M elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh K epala B idang K eperaw atan.

12. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MUTU KEPERAWATAN  

FUNGSI:

Sebagai penanggungjaw ab teknis pengem bangan m utu keperaw atan.

TUGAS POKOK :

a. M enyusun rencana kegiatan untuk pengem bangan m utu keperawatan.

b. M enyusun rencana kebutuhan alat dan bahan srta fasilitas untuk pengem bangan m utu 
keperawatan.

c. M elakukan koordinasi dengan bidang keperaw atan seksi kepegaw aian dan diklat untuk 
pengem bangan, pem binaan dan peningkatan kualitas profesi tenaga peraw at, etika, 
disiplin dan kinerja.

d. M engkoordinasikan sem ua rencana kebutuhan dan program  pengem bangan mutu 
keperaw atan kepada bidang perencanaan.

e. M engatur, m engaw asi dan m elakukan evaluasi penggunaan alat/sarana.

f. M em buat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengem bangan m utu keperaw atan.

g. M elakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperaw atan.

13. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN REKAM MEDIK  

F U N G S I:

Sebagai penanggungjaw ab kegiatan perencanaan dan rekam  m edik pada BLUD RSUD Kota 
Baubau.

TUGAS P O K O K :

a. M elaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan tugas di bidang 
perencanaan dan pengem bangan serta pengelolaan Rekam  M edik pada BLUD RSUD 
Kota Baubau.

b. M enyusun Rencana Strategis B isnis (RSB) dan R encana Bisnis A nggaran (RBA ) dan 
m engkoordinasikan dengan seluruh bidang dan W akil D irektur BLUD RSUD Kota 
Baubau.

c. M elakukan pem antauan, pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan RBA, penam pilan 
kerja dan m utu pelayanan rum ah sakit.

d. M em berikan binbingan dan pem binaan teknis kepada seksi penyusunan program , 
m onotoring dan evaluasi serta seksi rekam  m edis dan pelaporan.
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e. M elakukan p en o litian  dan pengem bangan produk-produk Rum ah Sakit baik m edis 
m aupun non mee lis.

f. M elakukan pengaw asan  dan pengendalian dalam  kegiatan  pengelolaan data rekam  medis.

g. M elaksanakan tu g as  lain yang diberikan oleh wakil D irektur pada BLUD RSUD Kota 
Baubau.

14. KEPALA SUB BAGIAN REKAM MEDIS 

FUNGSI :

Sebagai penanggungjavvab kegiatan  Rekam  M edik dan pelaporan pada BLUD R SU D  Kota
Baubau.

TUGAS POKOK :

a. M enghim pun, m engelo la  dan m enyajikan data rekam  medis.

b. M enyusun data inform asi Rum ah Sakit.

c. M elaksanakan tugas laiin yang diberikan oleh K epala Bagian Perencanaan dan Rekam 
M edik.

15. KEPALA SLB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, MONITORING DAN
EVALUASI

F U N G S I :

Sebagai penanggungjaw ab kegiatan penyusunan RBA dan RSB serta pelaporan pada BLUD
RSUD K ota Baubau.

TUGAS P O K O K :

a. M enghim pun, m enyusun dan m engkaji serta m engaudit seluruh dokum en kegiatan rumah 
sakit.

b. M enyusun program  RBA, RSB dan D PA  pada BLUD RSUD K ota Baubau.

c. M enyusun D aftar U sulan K egiatan (D U K ) dan daftar U sulan Proyek (D U P) sesuai skala 
prioritas guna m enunjang pelayanan.

d. M elakukan penelitian dan pengem bangan produk-produk Rum ah Sakit baik medis 
m aupun non medis.

e. M enyusun Profil Rum ah Sakit dan laporan pelaksanaan program  tahunan.

f. M enyusun rencana pengam bangan Rum ah Sakit.

g. M elakukan m onitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program  dan produk-produk 
Rum ah Sakit.

h. M elakukan tugas lain yang diberikan oleh K epala B agian Perencanaan dan Rekam  M edik 
BLUD RSU D  K ota Baubau.
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16. KOMITE

a. K om ite adalah w adah  non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang 
dibentuk untuk m em berikan pertim bangan strategis kepada D irektur dalam  rangka 
peningkatan oleh D irek tu r sesuai kebutuhan Rum ah Sakit.

b. Kom ite ditetapkan ole h direktur sesuai kebutuhan Rum ah Sakit terdiri dari kom ite m edik 
dan kom ite keperaw atan.

c. Kom ite berada d ibaw ah dan bertanggung)aw ab langsung kepada D irektur.

d. K om ite dipim pin oleh seorang ketua yang dipilih  oleh anggotanya dan ditetapkan oleh 
direktur.

e. Pem bentukan dan perubahan jum lah  dan jen is  kom ite ditetapkan oleh Direktur.

f. K om ite m edik m erupakan kelom pok tenaga m edis yang keanggotaannya terdiri dari S taf 
M edik Fungsional.

g. K om ite M edik m em punyai tugas m em bantu D irektur dalam  m enyusun standar pelayanan 
m edis, m em antau pelaksanaannya, m elakukan pem binaan etika profesi dan m engatur 
kew enangan profesi anggota kom ite m edik serta m engem bangkan program  pelayanan.

h. K om ite K eperaw atan m erupakan kelom pok profesi peraw at/bidan yang anggotanya 
terdiri dari peraw at/bidan yang bertugas di unit-unit peraw atan atau instalasi rawat jalan  
dan instalasi gawat darurat m aupun peraw at/bidan yang bertugas/diperbantukan di bidang 
/instalasi/unit lainnya.

i. Kom ite K eperaw atan m em punyai tugas m em bantu  D irektur m enyusun Standar 
K eperaw atan, pem binaan asuhan keperaw atan, m elaksanakan pem binaan etika profesi 
keperaw atan.

17. SATUAN PENGAWASAN INTERN (SP1)

a. SPI adalah U nit Internal yang bersifat Independen.

b. SPI ditetapkan O leh Direktur.

c. SPI berada dibaw ah D irektur dan bertanggung jaw ab  langsung kepada Direktur.

d. SPI dipim pin oleh seorang ketua yang ditetapkan oleh Direktur.

e. SPI m em punyai tugas m elakukan kajian dan analisis terhadap rencana dan pendapatan 
BLUD R um ah Sakit khususnya sejauh m ana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko 
telah dilaksanakan oleh unit yang bersangkutan, m elaksanakan tugas khusus dalam  
lingkup pengendalian intern, m elakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap data dan 
informasi yang diperolehnya dalam  kaitan dengan penilaian efektifitas system  yang di 
auditnya.

18. INSTALASI

a. Instalasi adalah unit pelayanan non struktual/fungsional yang m enyediakan fasilitas dan 
m enyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rum ah Sakit.

b. Pem bentukan instalasi ditetapkan oleh D irektur sesuai kebutuhan Rum ah Sakit.
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c. Instalasi dipim pin oleh seseorang kepala dalam  jaba tan  fungsional yang diangkat dan 
diberhentikan oleh D irektur dan bertanggung)aw ab langsung langsung kepada Direktur.

d. Pem bentukan dan perubahan jum lah  dan jen is instalasi ditetapkan oleh D irektur.

e. Instalasi m em punyai tugas m em bantu D irektur dalam  penyelenggaraan pelayanan sesuai 
dengan fungsinya.

f. Kepala instalasi dalam  m elaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan 
atau non M edis.

g. Instalasi terdiri dari :

1. Instalasi Radiologi

2. Instalasi R ehabilitasi M edik

3. Instalasi Farmasi

4. Instalasi Gizi

5. Instalasi Laboratorium
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